long run.

Akhir-akhir ini ketika perekonomian Indenesia
sedang dilanda krisis moneter yang hebat, se-
mua sektor menjadi sangat lesu, Cutput diperki-
rakan akan terus menurun dan bahkan telah
diprediksikan akan mengalami perfumbuhan
negatif. Hal ini akan sangat berpengaruh fer-
hadap keuangan negara, karena salah satu pos
besar dalam penerimaan negara adalah pos
penerimaan pajak yang akan menurun seiring
dengan penurunan output. Pemerintah me-
ngalami kesulitan keuangan yang besar. Di safu
pihak mereka harus bertindak sebagai penyeim-
bang fiskal guna memoderatkan dampak krisis
moneter terhadap penurunan pendapatan
masyarakat. Namun, di lain pihak mereka juga
harus memberikan subsidi pada berbagal ko-
moditi yang selama ini dianggap mempunyai nilai
strategis yang sangat berpengaruh ferhadap
perekonomian, terutama masyarakat lapisan
bawah. Subsidi yang terasa paling besar adalah
subsidi BEBM. Jumlah subsidi yang harus dike-
luarkan pemerintah untuk BBM melonjak dengan
sangat tajam akibat depresiasi rupiah yang
sangat dalam terhadap dolar Amerika. Ini dise-
babkan karena kebutuhan kensumst minyak da-
lam negeri dipenuhi melalui impor.

KONTROVERSI SUBSIDI BBM DALAM KEUANGAN NEGARA
Legitimasi dari Fakta Empiris

Munrokhim Misanam
Abstract

The dabate over the importance of subsidizing fus! energy stiil persists in
nowdays. The conventional argument against the poficy is that it puts govermment in
a difficult financial situation. Whils the argument for the pelicy argues that if supports
the economy especially of the lower-income people. The investigation was
accomplished o see whather the argument against the policy has root in the empiri-
cal reaim. The objact in question was modefled in a system of equations consisting
three equations which are; Tax, fuel energy subsidy and output. The 3SLS estima-
tion was utilized during the investigation. The result finds that the policy does im-
prove the financial position of the country instead. The finding implies that there is
no reason for government of Indonesia to cancel the poficy both in the short and the

Kesulitan inilah yang menyudutkan peme-
rintah kepada posisi yang sangat sulit antara
mengorbankan perekonomian masyarakat bawah
atau berada dalam kesulitan keuangan yang le-
bih besar lagi. Akhimya selelah mendapat
berbagai tekanan dari IMF, maka pemerintah
terpaksa mengambil keputusan yang sangat ti-
dak populer dengan mencabut subsidi BBM yang
direncanakan akan dilakukan secara berangsur-
angsur.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah
benar subsidi yang diberikan pemerintah mem-
punyai dampak begitu buruk terhadap keuangan
negara sehingga pemerintah harus mencabut
subsidi tersebut? Perfanyaan ini muncul didasari
oleh beberapa argumen. Partema, bahwa pen-
cabutan ini akan membawa dampak yang sangat
luas pada perekonomian nasional, terutama akan
sangat berpengaruh pada kehidupan [apisan
bawah. Kedua, pencabutan subsidi ini akan
meningkatkan tekanan politis terhadap pemerin-
tah semakin besar hal yang akan semakin me-
ngurangi kredibilitas pemerintah di mata interna-
sional. Keliga, dengan pemberian subsidi terse-
but akan terbuka kemungkinan untuk meningkat-
kan permintaan agregat yang bisa mendorong

8z
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output dan akhimya meningkatkan penenmaan
negara dari pos pajak. .

Dari argumen yang kemukakan di atas,
maka sangat perlu kiranya dilakukan suatu in-
vestigasi untuk mengetahui- apakah subsidi akan
meningkatkan output dan selanjutnya apakah
cutput berpengaruh terhadap penenmaan negara
dari pos pajak.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pemikiran mengenai pencabutan subsidi
telah sering muncul di berbagal media massa.
AM Saefudin (1998) mengatakan bahwa pen-
cabutan subsidi tidak semestinya dilakukan oleh
pemerintah mengingat subsidi ini telah menyang-
kut sebagian besar kehidupan ekonomi rakyat
kecil. Pencabutan subsidi dipandang sebagal
sesuatu yang akan mempersulit rakyat kecil.
Pertimbangan inilah yang semestinya dikede-
pankan dan bukannya pertimbangan mikro yang
didasarkan pada angka-angka dalam APBN.

Sementara Bachrawi Sanusi mempunyai
pendapat yang senada. Dia mengatakan, seperti
yang dituturkan kepada majalah Warta Ekonomi,
bahwa masalah subsidi BBM sudah bukan men-
jadi monopolt kelompok masyarakat lapisan atas
sgja melainkan juga merupakan bagian kehi-
dupan masyarakat kelas bawah. Budi Hardjono
mengajukan Jalan keluar mengenai masalah
subsidi BBM ini. Dia berpandangan bahwa- sub-
sidi BBM yang diberikan oleh pemerintah bisa di
kompensasi dengan pendapatan dari ekspor BEM.

Pandangan-pandangan di atas baru meru-
pakan pandangan kontemplatif yang sifatnya
teoritis yang. kebenarannya masih periu dibukti-
kan. Belum ada investigasi dilakukan untuk
mengetahui bagaimana sebenarnya posisi sub-
sidi BBM ini dalam keuangan ngara.

DEBAT MENGENAI SUBSIDI
Argumen-Argumen Pendukung
Pencabutan Subsidi
Pertimbangan Keuangan Negara

Argumen ini mendasarkan .dirfi pada ke-
nyataan bahwa subsidi yang diberikan oleh pe-
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merintah menyebabkan pengeluaran pemerintah
yang besar untuk memberikan subsidi. Selain-itu,
seandainya subsidi ini terus dipertahankan maka-
subsidi akan cenderung semakin besar dar
wakiu ke waktu. Hal ini disebabkan karena se-
ifng dengan peningkatan daya beli masyarakat,
sebagai akibat dari pertumbuhan ekenomi, maka
BBM yang terus disubsidi akan ferasa sangat
murah dibanding dengan pendapatan yang se-
makin meningkat. Akibatnya, konsumsi terhadap
produk ini akan justru semakin meningkat yang
berarti akan semakin membufuhkan-subsidi yang
lebih besar lagi yang berarti semakin memberat-
kan keuangan negara. '

Pertimbangan Keterganfungan Energi

Jika subsidi BBM ini dicabut, yang berarti
harganya menjadi mahal, maka hal ini akan
mendorong usaha-usaha untuk mendapatkan
energi substitusi/aliematif, Usaha ini akan bisa
membebaskan kita dari ketergantungan terhadap
energi minyak yang bisa dipastikan akan habis

- (depleted); sekali dia habis tidak akan bisa lagi

diperbaharut.

Perfimbangan Ekonomi Makro

Perekonomian menjadi tidak sehat apabila
selalu ferus menerus disubsidi. Pethitungan
beaya adalah semu, karena hal itu tidak
mencerminkan keadaan yang nyala. Semua
pengorbanan yang telah dikeluarkan %idak bisa

-mewakili shedow cost yang ada. Dalam jangka

panjang kefika pemerintah, karena satu dan
berbagai hal, tidak bisa memberi subsidi lagi
maka akan ferjadi goncangan dalam perekono-
mian itu. Goncangar ini: bisa merusakkan semua
struktur perekonomian yang sudah pemah di-
bangun.

Pertimbangan Globallsasi

Pandangan dunia internasional terhadap
subsidi dianggap sebagal praklk pemberian
proteksi secara terselubung. Hal ini disebabkan

.karena biaya produksi dari perusahaan domestik

menjadi lebih rendah yang berarti memberkan
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perlindunigan(proteksi) teshadap persaingan in-
temnasional. “Hal ini jelas- bertentangan- dengan
semangat perdagangan bebas. Hal ini juga di-
pandang-sebagai pelanggaran komitmen-komit-
men yang ‘telah’- dibuat- dalam rangka pelak-
sanaan perdagangan bebas. -
Pertimbangan Keadilan

Sifat dari subsidi BBM adalah non-diskrimi-
natif, berarti tidak bisa membedakan asal dari
seorang pengguna BBM dari lapisan masyarakat
bawah atau dari lapisan masyarakat atas. Karena
sifatnya“yang demikian itu, maka subsidi telah
banyak yang jatuh pada kelompok yang sebe-
namya tidak layak untuk mendapatkan subsidi,
misalnya kelompok masyarakat berpenghasilan
tinggl. Sebagal contoh adalah konsumsi premium
(bensin} oleh mabil-mobil pribadi. Meskipun be-
lum ada data yang mendukung, namun penga-
matan empiris menunjukkan bahwa jumlah ken-
daraan jenis-ini cukup banyak, sementara pemilik
kendaraan ° tersebut - berasal’ dari - lapisan
masyarakat berpenghasilan menengah dan atas.
Dani sini juga bisa diduga bahwa konsumsi BBM
per kapita dari kelompok masyarakat tersebut
jauh lebih tinggi dibanding dengan konsumsi-per
kapita kelompok masyarakat kelas bawah. Di
sinilah terasa adanya ketidakadilan masyarakat
yang mempunyal penghasilan cukup tinggi men-
dapatkan subsidi yang lebih besar dari mereka
yang mempunyai pendapatan jauh lebih kecil, _

Berdasarkan pertimbangan ini, argumen ini
- merekomendasikan pencabutan BBM dan uang
yang tadinya dianggarkan unfuk memberi subsidi
diberikan kepada masyarakat dengan cara yang
diskriminatif sehingga bantuan pemerintah ini
benar-hénar ‘hanya bisa dinikmati oleh mereka
yang pantas untuk mendapatkannya. Cara ini
bisa ditempuh dengan membersikan bantuan ke-
sejahteraan kepada kelompok masya:akat ber-
penghasilan rendah.

Argumen Kontra
- Argumen kontra di sini tidak bisa dipetinci
satu per satu melainkan akan diberikan sebagai
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suaty kumpulan yang menyeluruh, karena hal ini
tidak bisa dipisah-pisahkan.

Argumen ini terutama akan memperta-
nyakan apakah benar bahwa subsidi yang diberi-
kan telah begitu memberatkan keuangan peme-
rintah. Keraguan atas argumen pemerintah se-
perti dikemukakan di atas muncul karena praktek

pemberian subsidi ini menimbulkan efek yang

besar terhadap output.

Dengan adanya subsidi ini akan mampu
menekan biaya produksi dan berbagai sektor
dalam perekonomian, Hal ini tentu saja akan
berpengaruh lebih jauh terhadap tingkat:harga
yang ferbentuk dalam perekonomian, tingkat
harga akan menjadi lebih rendah. Implikasinya
adalah barang-barang produksi dalam negeri
akan menjadi murah sehingga akan bisa
meningkatkan cost comparative advaniage. Hal
ini paling tidak akan membantu produsen dalam
negeri untuk bersaing melawan barang impor di
pasar domestk yang seferusnya menimbulkan
kecenderingan ‘meningkatkan output. ‘Implikasi
yang lain akan berpengaruh melalui permintaan
aggregat domestik. Dengan harga domestik yang
lebih murah akan terbentuk permintaan agregat
yang lebih tinggi. Hal ini seterusnya akan
memberi kesempatan yang lebih besar lagi terhadap
produsen dalam negeri untuk meningkatkan output-
nya yang kemudian secara alamiah bergulir terus
didorong oleh efek propagasi yang akhimya se-
cara kumulatif meningkatkan cutput dalam Jum-
Jah yang lebih besar |agi.

Dengan cutput yang lebih besar berartl
jumiah obyek pajak akan meningkal dengan
fingkat yang lebh progresif. Progresifitas ini teadi
mengingat bahwa pajak yang bisa dikenakan
kepada output secara keseluruhan adalah
bertingkat-tingkat mulai dari pajak persercan,
pajek atas deviden, pajak pertambahan nilai
{PPN), pajak penghasian, Peningkatan cbyek pajak
yang bersifat progresif ini tentu -akan
meningkatkan penerimaan pemerintah berupa
jumiah pajak yang bisa dikumpulkan.

- Kedua argumen. di atas saling bertolak be-
lakang dan fidak bisa diketahui mana yang benar
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dan mana yang salah. Namun dari keberlawanan
di antara kedua argumen di atas justru mencip-
takan kemudahan dalam pengujian. Untuk itu
perlu dipilih argumen mana yang akan diuji. Pe-
ngujian tersebut haruslah mempunyai sifat yang
altematif dalam ari bahwa jika argumen- yang
salu ditolak dalam pengujian, maka argumen
lainnya yang benar,

Sekarang seandainya dipilih argumen yang
mendukung pencabutan subsidi, maka jika dalam
pengujian argumen tersebut ditolak maka ada
beberapa kemungkinan lain yang muncul. Se-
hingga hal ini tidak memberikan solusi yang
unuk. Sebaliknya jika yang dipilih adalah dengan
menguji argumen kontra dan hasil pengujian
menunjukkan ketertolakan argumen tersebut,
maka secara unik bisa disimpulkan bahwa argu-
men pendukung pencabutan subsidi yang benar.
Meskipun pendekatan ini akan mensyaratkan
metoda pengujian yang jauh lebih kompleks jika
dibandingkan dengan pendekatan yang pertama,
pamun hal ini idak bisa dikatakan sebagai tidak
mungkin dilakukan.

Berdasarkan pada pendekatan yang diambil
sebagaimana dikemukakan di depan, bisalah
diturunkan hipotesis sebagai berikut ini:

a. Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah
akan menciptakan output.

b. OQutput akan mendorong penerimaan pajak -

¢. Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah
mampu menciptakan penerimaan pajak da-
lam jumlah yang seimbang sehingga tidak
memberatkan keuangan negara

MODEL EMPIRIK

Pada seksi ini akan disajikan suaty ke-
rangka yang bisa mengoperasionalkan hipotesis
yang disusun di muka sehingga hipotesis
tersebut bisa diuji secara statistik. Untuk itu periu
ditemukan strategi dari pengukuran efek subsidi
atas penerimaan pajak.

Strategi yang akan ditempuh di sini adalah
dengan membandingkan jumlah subsidi BBM
yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan efek
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pajak yang ditimbulkan oleh subsidi tersebut se-
bagaimana diungkapkan dalam argumen di atas.
Adapun cara yang akan ditempuh dalam mengu-
kur besamya efek pajak dari subsidi adalah de-
ngan mengukur seberapa jauh subsidi mampu
meningkatkan output dan sebarapa jauh output
pada akhimya meningkatkan penerimaan pajak.
Dari sini akan sangat mudah ditemukan se-
berapa besar efek, tidak langsung, dari subsidi
terhadap penerimaan pajak.

Jelaslah di sini bahwa kita membutuhkan
safu sistem persamaan yang terdir dari per-
samaan subsidi BBM, persamaari pajak dan per-
samaan output. Oleh karena itu pula kita perlu
melakukan identifikasi dari variahel-variabel yang
merupakan determinan dari variabel dependen
sebagai disebut tadi.

Persamaan Subsidi BBM . -

Dalam persamaan ini ada beberapa varia-
bel yang mempengaruhi variabel independen,
subsidi BBM. Perfama adalah penerimaan ne-
gara dari pos penerimaan pajak. Alasan me-
ngenai hal ini cukup sederhana, jika penerimaan
negara ini jumlahnya besar maka akan semakin
besar pula kemampuan pemerintah dalam mem-
berikan subsidi.

Kedua adalah variabel output yang akan
didekati dengan GDP. Alasan pemasukan varia-
hel tersebut ke dalam persamaan ini adalah dari
argumen yang muncul di depan. Jika pendapatan
masyarakat naik maka konsumsi atas berbagai
barang akan nalk sementara barang-barang ter-
sebut diproduksi dengan menggunakan BBM
baik secara langsung maupun {idak langsung.

Ketiga adalah variabel harga minyak inter-
nasional. Alasan pemasukan variabel ini ke da-
lam persamaan subsidi BBM adalah sederhana
dan lurus. Jika harga minyak Intemasional naik,
maka minyak yang diimpor bisa dipastikan naik
harganya. Sementara pemerintah berusaha.
menjaga harga minyak dalam negeri konstan
maka pemerintah harus memngkatkan jumlah
subsidi yang diberikan.

JEP Val. 3No. 1, 1998
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Persamaan Pajak

Dalam persamaan ini ada dua variabel
yang menjelaskan variasi dari pajak. Pertama
adatah output yang kedua adalah inflasi, Pe-
masukan ini didasari pada kenyataan bahwa pa-
jak selalu dikenakan pada nilai barang. Di {ain
pihak, nilai barang mempunyai dua komponen
yaitu unit barang yang bersangkutan dan harga-
nya. Dalam skala makro, unit barang bisa
didekali dengan output sementara harganya bisa
didekati dengan indeks harga. Sementara
pergerakan dari harga bisa ditunjukkan oleh in-
flasi.

Pajak = f{Nilai barang}
- Nilai barang = f{Qutput, Harga)

Jika yang terakhir disubstitusikan ke dalam
yang peitama, maka akan nampak sebagaf berikut:

Pajak = f{Qutput, Harga)

Sementara harga identik dengan inflasi maka,
Pajak = f{Output,Inflasi)

Persamaan Output

Dari teori ekonomi makro standar dipercleh
adanya variabel yang berpengaruh pada output.
Pertama adalah pembentukan kapital. Variabel
ini merupakan potensi bagi pembentukan output
jika kita mengikuti argumen dalam fungsi pro-
duksi. .
Kedua adalah jumfah penduduk. Alasan
pemasukan variabel ini juga didasarkan pada
fungsi produksi di mana tenaga kerja merupakan
salah satu input produksi. Jumlah penduduk yang
semakin besar menunjukkan jumlah stock tenaga
kerja yang semakin besar pula sehingga potensi
pertambahan output semakin besar.

Keliga adalah faktor kebijakan moneter
pemerintah. Kebijakan moneter yang ekspansif
bisa diharapkan akan meningkatkan output jika
timing dari kebijakan tersebut adalah tepat dan
jika kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati.
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Keempat adalah variabel subsidi BBM.
Variabe! ini dimasukkan ke dalam persamaan
tersebut dengan mempertimbangkan argumen
yang disebut dalam debat mengenai pemberian
subsidi di depan. Variabel inilah nantinya yang
akan digunakan untuk menguji apakah argumen
yang diajukan di depan adalah benar,

Berdasarkan semua argumen yang dike-
mukakan di atas, maka model regresi yang akan
digunakan untuk analisis di sini nantinya hisa
diekspresikan sebagai suatu sistem persamaan
berikut ini:

SBBM: = &1 + 82PAJAK; + 83PPRICE;

+ 84GDPy + &t (1)
PAJAKI =Bo+ 1 GDP:+ Bz INFLi+ & @
GDPt =10+ 11MS; + ©2CAPFORM; + ©sPOP;

+ 14SBBM: + & 3)

Dimana SBBM, GDP dan INFL secara
berturut-turut adalah jumlah subsidi 8BM, output,
yang akan didekati dengan GDP ril, dan infasi.
Sementara MS, CAPFORM dan POP berfurut-
turut adalah penawaran uang (money supply)
sebagai proksi dari variabel kebijakan moneter,
pembentukan kapital (capital formation) dan
jumiah penduduk (population). Sedangkan
PPRICE, PAJAK dan GDP berturut-turut adalah
Harga Minyak (pefroleum price), pajak dan Pro-
duk Domestik Bruto {Gross Domestic Product).

SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI
Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam peneli-
tian ini sudah langsung bisa ditentukan dengan
melihat variabel-variabel yang sudah diidentifi-
kasi dalam seksi sebelumnya.

Adapun sumber data yang bisa digali dari
beberapa sumber. Untuk penerimaan pajak dan
subsidi BBM dipercleh dari NOTA KEUANGAN
sementara variabel yang lain diperoleh dari
STATISTIK INDONESIA yang merupakan kum-
pulan statistk tahunan dari berbagai variabel
ekonomi dan sosial. Sementara itu ada satu vari-
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abe! yang kelersediaannya dalam sumber dise-
but di depan adalah tidak langsung yaitu inflasi.
Data mengenai inflasi ini tidak ada, namun bisa
dibentuk berdasarkan variabel-variabel lain yang
ada yaitu Indek Harga Konsumen. Adapun pem-
bentukan data dari variabe! tersebut mengikuti
formula yang standar yakni inflasi didefiniskkan
sebagai perubahan, dalam prosentase, tingkat

harga dari waktu ke waktu, Berdasar definisi

standar ini, maka variabel inflasi dibentuk melalui
formula sebagai berikut:

INFL: = (IHK: - IHK:+ YiHKc. )

Dimana IHK adafah Indeks Harga Kon-
sumen dan subscript menunjukkan urutan waktu
dari variabel yang bersangkutan.

Metode Estimasi

Melihat struktur dari model empirk yang
diekspresikan di depan, terlihat bahwa kesalahan
pengganggu yang ada dalam fungsi pajak berko-
refasi dengan kesalahan pengganggu yang ada
dalam fungsi output. Korelasi ini diyakini terjadi
karena kesalahan pengganggu dalam per-
samaan pajak akan merespon pada shock yang
terjadi pada persamaan output. Korelasi ini bisa
dipahami melalui konteks penentuan pajak cleh
output. Output, dalam hal ini adalah GDP, meru-
pakan basis dari pengenaan pajak atau obyek
pajak yang darinya bisa diperoleh pajak. Dengan
demikian, shock yang ferjadi pada output akan
mempengaruhi shock yang terdapat pada pajak.
Demikian pula halnya yang terjadi antara ber-
bagai persamaan yang ada.

Selain itu terdapat adanya non-exogeneity
dari berbagai variabe! independen dalam semua
persamaan yang memeriukan identifikasi dari
sefiap persamaan yang ada, Mempertimbangkan
hal ini semua maka metode estimasi yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah 3SLS.

Model lengkap dari sistem tersebut
bisa digambarkan dalam ekspresi berikut ini:
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Y=XB+E (5)
dimana :
Y adatah vector dari variabel dependen
X adalah vecfor variabel independen
B adalah vactor koefisien
= adalah vector kesalahan pengganggu yang
mempunyai sifat seperti berikut:

E = N{0,cmalr)
Jika matriks Z didefinisikan seperti berikut:

o-llo- l:o-l.l
z = o-ll. o.!l.a 220- 23 (6)

o Jlo- 1

maka matriks variance-covanance bisa.
ditentukan sebagai berikut:

o o, l.o.l

n-r 12°.r

CE(@&)=|o, Lo o1, ()
I

O-n T Eb i o

Matriks variance-covariance di atas bisa
ditulis kembali sebagai berikut ini:

E(gg)=Z®! (8)

Sementara mafriks X sering tidak bisa
ditenfukan, maka dia kemudian ditaksir dengan
taksiran yang tidak bias: X" Estimasi koefisien
dari metode 3SLS adalah:

Bhasis = [XA(ZM @ DXAH XMEM @ Y (9)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar pada argumentasi yang telah
dikemukakan pada seksi-seksi sebelumnya perlu
kiranya di sini untuk mengungkapkan hasil-hasil
analisa dengan metode yang telah ditentukan.
Pada seksi-seksi berikut ini akan disajikan hasil-
hasil regresi yang berkaitan dengan pengujian
tersebut.
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Hasil Regresi Subsidi

Bahan Bakar Minyak

Sebelum dilakukan analisis regresi ter-
hadap subsidi bahan bakar minyak yang meru-
pakan salah satu instrumen yang akan dianalisa
maka terlebih dahulu akan disajikan hasil-hasil
regresi subsidi bahan bakar minyak terhadap
pajak, infemational petroleum price (Harga
Minyak di pasar intemasional) dan Produk Do-
mestik Bruto.

Regresi antara subsidi bahan bakar minyak
terhadap pajak, pelrofeum price dan Produk
Domestik Bruto dapat dilihat pada tabel 1.

Dari hasil regresi yang telah dilakukan
pada subsidi bahan bakar minyak terhadap vari-
abel-variabel pajak, harga minyak internasional
dan Produk Domestik Bruto diperoleh R2 sebesar
0,2722. Angka inj tertalu kecil, namun demikian
kalau dilihat R? dari sistem yang sebesar 0,9985
maka hal ini cukup memberikan keyakinan akan
mode! yang dipakai. Lagi pula sifat dari sefudi ini
adalah melakukan uji hipotesis terhadap be-
berapa variabel saja sehingga dengan R2 yang
kecil sekalipun sudah akan mampu memberikan
jawaban ferhadap studi tersebut.

Hal ini berarti bahwa sistem persamaan
rampu menggambarkan perilaku semua variabel
dependen dengan sangat batk. Hasil-hasil yang
didapat dari regresi tersebut dapat dilihat sebagai
berikut ini:

1. Untuk variabe! intemational psfrofeum price
{Harga Minyak intemnasional), hasil regresi
yang dilakukan ternyata signifikan terhadap
subsidi bahan bakar minyak dan .positif
dengan angka sebesar 45,142 dengan nilai
T-Ratio sebesar 2,1224. Hal ini menunjukkan
bahwa intemastional Pelroleum Price
merupakan variabel yang sangat bempe-
ngaruh ferhadap subsidi bahan bakar
minyak. Ini disebabkan karena bahan bakar
yang didistribusikan di negara kita berasal

| dari minyak impor (dari Timur-Tengah) yang
| kualitasnya lebih rendah dari minyak pro-
I
|

3.
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duksi kita sendiri, Sementara minyak pro-
duksi kita sendiri harus diekspor karena
kvalitasnya yang sangat tinggi. Dengan
demikian, mudah dimengerti bahwa jika
harga minyak intemasional naik maka
membutubkan subsidi yang lebih besar lagj,
meskipun sebenamya pendapatan negara
dari sektor ekspor minyak sebenamya juga
meningkat. Dari koefisien regresi menunjuk-
kan bahwa sefiap kenaikan harga minyak di
pasar internasional sebesar 1 poin, maka
tambahan subsidi yang harus dikeluarkan
oleh pemerintah adalah sebesar Rp 45,14,
Variabel pajak, yang digunakan uniuk me-
wakili pendapatan negara, yang semula
diduga berpengaruh terhadap subsidi ter-
nyata justru dak menunjukkan pengaruhnya.
Ini berarti subsidi yang diberikan pemerintah
fidak bergantung pada penerimaan pemerintah.
Hal ini bisa dimengerti karena subsidi merupakan
pengeluaran poiik, yang menempaf posisi
sirategis, yang harus diusahakan unfuk tefap dike-
hakkan meskipun keuangan negara kurang
mendukung. Sebaliknya jika penerimaan
negara mengalami peningkatan yang besar
hal ini fidak secar olomatis akan meningkat-
kan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Hal ini mengingat bahwa subsidi yang
diberikan saat ini harus telap dipertahankan
di masa-masa yang akan datang, karena
kalau tidak maka pemerintah akan mengece-
wakan masyarakat yang berarll dukungan
politik terhadap pemerintah akan berkurang.
Untuk variabel pendapatan, yang diwakili
oleh Pendapatan Domestik Bruto (GDP),
tenyata tidak signifikan juga terhadap sub-
sidi BBM. Penjelasan yang paling bisa
memberi keterangan masalah ini adalah
bahwa selama ini telah ferjad! proses substi-
tusi dari penggunaan bahan bakar yang
disubsidi pemerintah (minyak) dengan bahan
bakar lain yang tidak disubsidi (gas).
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Tabel 1
Hasil Regresi Subsidi Bahan Bakar Minyak
Nama Estimated Asymptotic ‘Asymptotic T-Ratio
Variabel Coefficient Standard Error
Constant -859.30 1086.8 -0.79070
Tax -0.17124E-02 0.40846E-01 -0.41924E-01
Pprice 45142 21.269 21224
GDP 0.47160E-02 0.10707E-01 0.44048

R-SQUARE = 0.2722

VARIANCE OF THE ESTIMATE = 0.51338E+06
STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE = 716.51
DURBIN-WATSON = 2.0362

VON NEUMAN RATIO = 2.1332

RESIDUAL VARIANCE = 0.51338E+06

Tabel 2
Hasil Regresi Pajak
Nama Variabel Estimated Asymptotic T-Ratio
Coefficient Standard Errer
Costant -35642. 3538.8 -10.071
Inf 536.19 180.51 . 29704
GDP 0.28082 0,13538E-01 20.743

R-SQUARE = 0.9581

VARIANCE OF THE ESTIMATE = 0.11803£+08
STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE = 3435.6
DURBIN-WATSON = 0.6165

VON NEUMAN RATIO = 0.6459

RESIDUAL VARIANCE = 0.11803E+08

el

Hasil Regresi Pajak " dan angka sebesar 536,19 dengan nilai T-
Sebelum menampilkan hasil-hasil regresi Ratio sebesar 2,9704 yang menunjukkan
secara menyeluruh, berikut Ini akan disajikan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang
hasil regresi terhadap pajak pada tabe! 2. signifikan terhadap pajak. Penjelasan dari hal
Dari regresi pajak terhadap veriabel-varia- ini adalah sederhana dan lurus. Jika tidak

bel independen, yaitu inflasi dan Produk Domes- ada inflasi dan jika tidak ada pertumbuhan
tik Bruto diperoleh hasil yang signifikan pada ekonomi maka pajak yang dihasikkan akan
kedua variabe! tersebut. Besarnya angka R? yaifu konstan, Setelah terjadi inflasi harga output
0,9581. Adapun penjelasan mengenai hal ini bisa produksi meningkat yang berarti -nilai kena
dilhat sebagai berikut ini: pajak juga meningkat sehingga hal ini
1. Pada varaiabel infiasi memiliki hasil positif akan:meningkatkan pajak. Dengan ,angka
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Tabel 3.
Hasil Regresi Produk Domestik Bruto
Estimated Asymplotic
Nama Variabel Coefficient Standard Asymptotic T-Ralio
Error
Constant -0.11705E+06 21508. -5.4422
MS 0.65237 0.51825 1.2588
Capform 0.45722 0.,19572 2.3361
Pop 1461.3 149.16 97967
SBBM 5.8228 2.8225 2.0630

R-SQUARE = 0.9907

VARIANCE OF THE ESTIMATE = 0.36005E+08
STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE = 6000.4

DURBIN-WATSON = 1.5557

! koefisien yang sebesar 536,19, hal ini berarti
jika terjadi peningkatan inflasi sebesar 1 poin
{1%), maka penerimaan pemerintah dari
sektor pajak akan meningkat sebesar Rp
536,19 milyar.
2. Begitu pula yang terjadi pada variabel Produk
Domestik Bruto, dari hasil pengujian ternyata
variabel ini signifikan terhadap pajak dengan
angka sebesar 0,28082 dan nilai T-Ratio
sebesar 20,743. Dar sini implikasi yang
| muncul adalah bahwa dengan adanya
| peningkatan Produk Domestik Brulo maka
menyebabkan peningkatan pendapalan ne-
gara yang diperoleh melalui pajak. Hal ter-
sebut bisa demikian karena oufput adalah
merupakan obyek pajak. Jika oufput me-
ningkat, maka jumlah obyek pajakpun me-
ningkat yang berarti jumlah penerimaan pa-
jak juga mengalami peningkatan.

Hasil Regresi Produk Domestik Bruto
Sebelum menampilkan hasil-hasil regresi
secara menyeluruh, berkut ini akan disajikan
hasil regresi terhadap Produk Domeslik Bruto
pada tabel 3.
Dari hasil regresi yang dilakukan nampak
seluruh variabel-variabel yang diteliti adalah

signifikan dan memiliki korelasi positif terhadap
variabel dependen, hal ini terbukti dengan tinggi-
nya angka R? dari sistem sebesar 0,9807 yang
berarti persamaan tersebut mampu menggam-
barkan variasi dari variabel dependen. Adapun
penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai
berikut:

1.

Dari hasil pengujian, temyata variabel mongy
supply tidak signifikan terhadap Produk
Domestk Bruto walaupun positif dengan
angka koefisien sebesar 0.65237 dan T-Ratio
sebesar 1.2588 sehingga implikasinya bahwa
mongy supply tidak terlalu berpengaruh
terhadap Produk Domestik Bruto walaupun
mengalami kenalkan, Hal ini bisa dikarenakan
kebijakan moneter untuk menciptakan uang
tidak efektif,

Sementara itu dari hasil pengujian, untuk
variabel pembeniukan kapital {Capform)
memiliki angka yang positif dan signifikan,
dengan angka koefisien sebesar 045722
dan T-Rallo sebesar 2,3361, sehingga im-
plikasinya behwa cspifel formalion, atau
pembetukan moda! merupakan instrumen
"yang dapat menaikkan oufput. Hal ini di-
kerenokan dengan &danya pembentukan
medal, baik iiu melalui invastasi langsung
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maupun melalui pasar modal dan oleh in-

. vestor domestik maupun investor asing, akan
banyak membuka lapangan pekerjaan dan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu, peranan pembentukan
modal bisa membantu menirigkatkan Produk
Domestik Bruto.

3. Begitu pula dengan populasi. Dari hasil
pengujian, temyata populasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Produk Do-
mestik Bruto dengan angka keefisien sebe-
sar 1461,3 dan T-Ratio sebesar 9,7967.
Kenyataan ini mudah untuk dimengert,
karena jumlah penduduk mempunyai dua
dimensi dalam hal ini. Pertama, penduduk
bisa dipandang sebagi sfock lenaga kerja
yang dibutuhkan datam produksi. Dengan
demikian, semakin besar penduduk, maka
semakin besar jumlah stck tenaga kerja.
Dengan menggunakan pendekatan teor
produksi, maka hal ini akan mampu me-
ningkatkan jumlah produksi {output). Kedua,
dengan menggunakan pendekatan teori
pemasaran penduduk bisa dipandang seba-
gai pasar bagi barang-barang yang dihasil-
kan oleh para manufacturer di negara yang
bersangkutan. Oleh karenanya semakin be-
sar jumlah penduduk maka semakin besar
pasar bagi barang-barang tersebut.

4. Untuk variabel Subsidi Bahan Bakar Minyak
pun menghasilkan angka positif dan signifi-
kan terhadap Preduk Domestk Produk de-
ngan angka koefisien sebesar 5,8228 dan T-
Ratio sebesar 2,0630. Hal ini berarti bahwa
sefiap peningkatan subsidi BBM sebesar Rp
1,— maka akan meningkatkan output sebesar
Rp 5,8228.

DISKUSI

Hal yang perlu di bahas di sini adalah mun-
culnya hasil yang sangat menarik tersebut. Sub-
sidi bahan bakar minyak selama ini dipandang
sebagai beban yang sangat memberatkan
keuangan negara. Oleh karenanya keberadaan-
nya harus secara berangsur-angsur dlkurangi
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guna melepaskan beban keuangan negara yang
semakin meningkat. Namun pandangan seperti
ini tidak mendapatkan legitimasi empirik setelah
kita melihat hasil dari analisa regresi yang-cukup
meyakinkan di depan,

" Dari hasil yang disajikan di depan, dike-
tahui bahwa sefiap kenaikan subsidi BBM sebe-
sar Rp 1,- akan meningkatkan oufput sebesar
Rp 58228. Kenakan output yang sebesar
Rp 5,8228 tersebut selanjutnya akan meningkat-
kan penerimaan negara dari sektor pajak sebe-
sar Rp 1.64, karena setiap kenaikan oufput sebe-
sar Rp 1,— akan meningkatkan penerimaan pajak
sebesar 0,28082. Hal ini menunjukkan bahwa
kenaikan subsidi BBM bersifat income gensrating
yang justru akan memperkuat keuangan negara
dan bukannya memberatkan keuangan negara
sebagaimana seperti yang diduga selama ini,
Penjelasan mengenai hal ini bisa dilihat dalam
paparan berikut ini.

Bahan bakar minyak menempati posisi
sfrategis dalam perekonomian Indonesia. Karena
sifat teknologi yang digunakan dalam produksi
masih berbasis pada minyak. (pefrolsum-basae
technology), maka bisa dipahami jka minyak
menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini bisa
dilihat dari koefisien yang ada dalam tabel input-
output yang menunjukkan sebagian besar sektor
yang ada dalam perekonomian [ndonesia hampir
tidak ada yang fidak bergantung pada minyak
baik secara langsung maupun fidak langsung.
Oleh karena itu minyak merupakan komponen
penting dari biaya produksi,

Subsidi yang diberkan pemerintah, oleh
karenanya, akan menekan biaya produksi dari
berbagai sektor dalam perekonomian, Hal inl
tentu saja akan menyebabkan tingkat harga
cenderung menjadi lebih rendah. Implikasinya
adalah barang-barang produksi dalam negeri
akan menjadi murah sehingga akan bisa
meningkatkan cost comparafive  advantage. Hal
inj paling tidak akan membantu produsen dalam
negeri untuk bersaing melawan barang impor di
pasar domestik yang seterusnya menimbulkan
kecenderungan meningkatkan oufput. Implikasi
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yang lain akan berpengaruh melalui permintaan
aggregat domestik. Dengan harga domestik yang
lebih murah akan terbentuk permintaan agregat
yang lebih tinggt. Hal ini seterusnya akan mem-
beri kesempatan yang lebih besar lagi terhadap
produsen dalam negeri untuk meningkatkan out-
putnya yang kemudian secara alamiah bergulir
terus didorong oleh efek propagasi yang akhimya
secara kumulatif meningkatkan output dalam
jumiah yang lebih besar lagi. Dengan output yang
lebih besar, jumlah obyek pajak juga akan me-
ningkat yang berarti jumlah pajak yang.dikumpul-
kan oleh pemerintah juga akan meningkat. Pe-
ningkatan penerimaan pajak ini dalam analisis di
atas adalah sebesar 164% dari jumlah subsidi
yang dikeluarkan. Hal ini artinya sefiap subsidi
yang dikeluarkan pemeriniah akan menghasilkan
penerimaan bersih (penerimaan pajak dikurangi
subsidi) sebesar 64% dari jumlah subsidi yang
dikeluarkan.

Dari argumen yang dipaparkan di alas
muncu! suatu ide yang solid bahwa pencabutan
subsidi selain akan banyak membawa dampak
buruk daripada ‘implikasi positifnya juga tidak
mempunyai alasan baik alasan ekonomi maupun
alasan polik. Namun yang menjadi pertanyaan
adalah mengapa pemerintah dan juga IMF nam-
pak sangat ngotot untuk mengurangt subsidi se-
cara berangsur sehingga pada suatu saat nanti
subsidi fersebut tidak ada lagi. Jawaban atas
pertanyaan ini terletak pada adanya tekanan dari
dunia intemasional yang menganggap pemberian
subsidi sebagai usaha pemberian proteksi yang
terselubung sehingga akan menyulitkan bagi
produk-produk dari negara-negara tersebut untuk
memasuki Indonesia karena mendapatkan per-
lawanan yang keras dari produk domestk.
Kepentingan negara maju tersebut sangat domi-
nan karena mereka yang menguasai IMF yang
kepadanya kita saat ini bergantung pada bantuan
finansilnya untuk keluar dari krisis yang seDang
melanda saat ini.

Kita memang tidak bisa berargumen bahwa
masalah proteksi adalah alat dari negara-negara
maju untuk melakukan ekspansi ekonomi mereka
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di seluruh dunia, meskipun hal ini benar-benar
demikian. Guna mengantasi masalah ini, perlu
kiranya ditelaahsistem akuntansi perminyakan di
negara kita. Sistem akuntansi perminyakan kila
memisahkan usaha ekspor minyak dan impor
minyak. Minyak yang kita hasilkan tidak dikon-
sumsi oleh masyarakat domestik namun di-
ekspor. Hal ini mempertimbangkan bahwa kuali-
tas minyak yang kita produksi adalah tinggi-dan
oleh karenanya mempunyai harga yang lebih
tinggi di pasar internasional. Sementara kebu-
tuhan minyak dalam negeri dipenuhi dengan
impor dari berbagai negara khususnya dari
negaranegara Timur Tengah (kuallas minyaknya
lebih rendah dan oleh karenanya harganya juga
lebih murah).

Karena sistem akuntansinya terpisah,
maka dari sist impor minyak pemerintah harus
mengeluarkan subsidi agar harganya terjangkau
oleh masyarakat. Sementara dar sisi ekspor
minyak, negara kita mendapatkan laba minyak,
yang dalam istilah APBN disebut sebagai laba
bersih minyak.

Melihat sistem akuntansi yang seperti ini
ferlihat bahwa pemerintah, dan yang akhimya
menjadi sorofan intemasional, secara sepihak
selalu mempermaslahkan subsidi minyak/BEM
yang diberikan tanpa pemah sekalipun membi-
carakan laba minyak yang didapat. Sehingga
yang selalu muncul adalah keluhan-keluhan pe-
merintah mengenal besarnya subsidi BBM yang
diberikan yang dianggap sangat membebani
keuangan negara, hal yang temyata tidak men-
dapatkan dukungan empirik.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Melihat kenyataan seperti diungkap di
muka maka sebenamya pemerintah tidak mem-
punyai alasan untuk mengatakan bahwa subsidi
ini membebani keuangan negara. Ada dua fakior
yang berada di balik ini. Pertama, anggapan
bahwa subsidi yang diberikan pemerintah mem-
beratkan keuangan negara telah gugur sebagai
akibat terungkapnya fakta empiris dari penelitian
ini. Kedua, subsidi minyak sebenamya bisa di-
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kompensasi dengan laba minyak:

Dari hasil yang terungkap 'di depan maka
implikasi' yang muncul dari penelitian ini adalah
bahwa pemerintah harus- memperlimbangkan

kembali rencana untuk mencabut subsidi BEM ,

meskipun rencana fersbut dilakukan secara ber-

angsur angsur. Hal ini tidak saja merugikan per-

ekonomian nasional tetapi juga akan menimbl-
kan kerugian politik bagi pemerintah. .

Implikasi yang lain adalah yang menyang- .
kut bagaimana menghilangkan terminologi sub- _
sidi BBM dalam APBN kita. Hal ini bisa dilakukan
dengan mengubah sistem akuntansi perminyakan
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-

kita dengan cara tidak lagi memisahkan antara
minyak kita yang- diekspor dan minyak yang
harus diimpor. Kalau hal ini digabungkan-maka
secra olomatis subsidi minyak yang dibutuhkan
oleh pemerintah dikompensasi oleh laba minyak
dan pos pemberian subsidi dengan sendirinya

... hilang sementara pos laba minyak kemungkinan
masih ada. Karena hilangnya pos subsidi ini

maka hal ini jelas akan menghindarkan adanya
tudingan mtemas:onal telhadap prakiikk pemberian
subsidi, yang dlanggap sebagal usaha proteksi
terselubung
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